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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan akad musaqah pada usaha perkebunan 

kelapa di Desa Sungai Perak kecamatan tembilahan 

kabupaten Indragiri hilir, telah memenuhi sebagian 

besar rukun dan syarat musaqah, seperti adanya 

kedua belah pihak yang berakad, shighat (ijab dan 

qabul), pembagian hasil yang jelas, serta pembagian 

tugas dalam perawatan kebun. Namun, akad tersebut 

belum sepenuhnya sesuai dengan teori musaqah 

karena tidak adanya penetapan jangka waktu atau 

durasi akad secara pasti berapa tahun sejak awal 

perjanjian, hanya mengatakan jangka kerjanya 

hingga panen, dan siklus pekerjaan tersebut beputar 

seperti sebelumnya, jika masih ingin kerja sama 

antara kedua belah pihak. 

2. Berdasarkan tinjauan hukum fikih muamalah, 

praktik akad musaqah pada usaha perkebunan 

kelapa di Desa Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, 

Kabupaten Indragiri Hilir secara umum telah sesuai 

dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, yaitu prinsip 

mubah, adil, saling menguntungkan, terhindar dari 

riba, jujur dan amanah, menjaga keberkahan, serta 

saling menghargai. Hal ini terlihat dari adanya 
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kesepakatan antara kedua belah pihak, pembagian 

hasil yang seimbang sebesar 50%:50%, pembagian 

tanggung jawab yang jelas, tidak adanya unsur riba, 

serta adanya kejujuran, kepercayaan, dan tanggung 

jawab dalam pelaksanaan kerja sama. Namun, masih 

terdapat ketidaksesuaian pada aspek penetapan 

jangka waktu akad karena tidak ditentukan secara 

pasti sejak awal perjanjian. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada pemilik kebun dan penggarap, hendaknya 

membuat kesepakatan yang lebih jelas mengenai 

jangka waktu kerja sama agar pelaksanaan akad 

musaqah lebih sesuai dengan ketentuan syariah dan 

dapat menghindari kesalahpahaman di kemudian 

hari. 

2. Kepada masyarakat Desa Sungai Perak kecamatan 

tembilahan kabupaten Indragiri hilir, diharapkan 

dapat mempertahankan praktik kerja sama yang 

telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah, 

seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan saling 

menguntungkan. 

3. Kepada perangkat pemerintah desa sungai perak 

kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir, 

diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan 

pembinaan kepada masyarakat mengenai pelaksaan 

akad musaqah yang sesuai dengan prinsip fiqih 

muamalah, sehingga kerja sama antara pemilik 
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kebun dan penggarap memiliki kesesuaian dengan 

ketentuan akad musaqah dan fiqih muamalah. 

4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk 

mengkaji praktik musaqah pada objek atau wilayah 

yang berbeda serta menggunakan jumlah informan 

yang lebih banyak sehingga diperoleh hasil penelitian 

yang lebih luas dan mendalam. 


